DINAS PENANAMAN MODAI._

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang — Telp / Fax. (0380) 833213, 821627

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/24/PTSP/11/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN TONGKAT HARUN DI KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DINAS RE
!-Qd
fe

jkatkan pelayanan pendidikan
naka perlu menetapkan Izin

=, dengan Undang—Undang,-;:Nomor 9 Tahun '2015 tentang perubahan kedua atas

g ¢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint Daerah (Lembaran

%, " Negara Republik Indonesia Tahun 2015 “Nomor' 58, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1‘? Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

A Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara T#'.un 2010 Nomor 23,

. Tambahan Lembaran Nt'gara Nomor 5105) sebagalmﬂna telah diubah dengan

+_Peraturan Pamenntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang: -Perubahan Atas Peraturan

.. 'Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penggidlaan dan Penyelenggaraan

""Eend;dlkan (Lembaran Negara Tahun 2010 'gnor 112, Tambahan Lembaran

Neggra Nomor 5157); -

Peraturan ‘Pemefintal Nomor ‘43 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas

Peraturan*:Pemerintah Nomor 19 _Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Tambahan Lembaraxydegara Republik indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pementﬁah Vemqg 15 Tahun 2015 tentang Waijib Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesid Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengeloiaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;

L]



9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

70. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan . 1. Surat Permohonan KORWAS DIKMEN Kabupaten Rote Ndac Nomor
OSBISP;'SMPKRX!ZOZu tan al 05 Desember 2020 tentang izin Operasionai init

:éan Provinsi Nusa Tenggara

Menetapkan
KESATU

Sekolah Menengah
KETIGA =
KEEMPAT

' Keptih:san mi rmﬁaii%benaku pada tanggal
~ kembali apabita pada kemudian hari tern

Tembusan : '

Menteri Pendidikan dan Kemgayaan Republ,ik 1ndonesza dl Jakarta;

Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kypang (sebagai laporan); ;

Wakil Gubermur Nusa Tenggara Timur di. Kupang (sebagai Iaporan)f
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggm Tmur di Kupang (sebagal laporan);
Bupati Rote Ndao di Ba'a;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengai] Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia di Jakarta;

DA WN =

7. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Repubhk Indonesia di Jakarta,
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTG Kabupaten Rote Ndao di Ba'g,

10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kehudayaan Kahunaten Rote Ndao dj Ba'a;

11. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.



